GUBERNUR SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENAHAN RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS
UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT HALAL

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024
tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal serta mendukung target
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyangga pangan halal Kawasan Timur
Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada - Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah.
Untuk
KESATU - Memenubhi kriteria untuk sertifikasi halal, yaitu dengan tersedianya Juru

Sembelih Halal/Juleha, terpenuhinya aspek hygiene sanitasi serta
aspek kesejahteraan hewan. mengingat RPH/RPU merupakan titik
kritis halal dalam rantai pasok daging dan masih terdapat RPH/RPU
yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

KEDUA - Melakukan pembenahan RPH/RPU milik Pemerintah Daerah sehingga
memenubhi kriteria sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) paling lambat Bulan Oktober 2026 meliputi:
a. aspek Halal
1) menyediakan Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat;
dan
2) Memiliki dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP)
penyembelihan hewan sesuai syariat islam.
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b. aspek Higienis
1) Memiliki Lantai kedap air;
2) Menyediakan sistem Drainase yang berfungsi dengan baik;
3) menyediakan air bersih yang memenuhi standar; dan
4) menyediakan sistem pengolahan limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner
1) melaksanakan pemeriksaan ante mortem dan post mortem oleh
Dokter Hewan;
2) menyediakan cold storage untuk penyimpanan daging sehingga
menghasilkan produk yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
d. Aspek Kesejahteraan Hewan.
1) Memiliki kandang penampungan yang layak; dan
2) Khusus RPH ruminansia menyediakan sarana penurunan ternak
yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan sehingga

meminimalkan stress pada ternak.

Menginstruksikan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk
melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pemotongan
hewan pada RPH/ RPU.

Mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2026 untuk rehabilitasi
dan peningkatan sarana prasarana RPH/RPU, meliputi kandang
penampungan, sarana penurunan ternak, ruang pemingsanan, sistem
drainase, instalasi pengolahan limbah, ruang Juleha, ruang ganti serta
fasilitas pendukung lainnya. Pembiayaan dapat didukung melalui Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Subbidang Peternakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendaftarkan RPH/RPU pada aplikasi SIHALAL BPJPH. sebagai
tahapan pengajuan seritifikat Halal.



KEENAM - Menyampaikan laporan perkembangan pembenahan RPH/RPU
kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah setiap triwulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 29A 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

A FID

Tembusan:

1. Kepala BPJPH RI di Jakarta.

2. Dirjen PKH Kementan RI di Jakarta.

3. Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.



